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A Tindak Pidana Korupsi
1. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Positif

Istilah korupsi pertama kali dalam sejarah kehidupan hukum pidana
Indonesia digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-
06/1957 yang terdapat pada bagian konsiderannya. Peraturan tersebut
menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan
perekonomian negara oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.'Korupsi
berasal dari kata corruption atau corruptus dalam bahasa Latin yang berarti
kerusakan atau kebobrokan, dan dapat dipakai pula untuk merujuk suatu
keadaan atau perbuatan yang busuk.” Kemudian turun ke banyak bahasa
seperti dalam bahasa Inggris: corruption (corrupt) yang berarti korup, jahat,
buruk, rusak, dan suap® dalam Bahasa Belanda yaitu corruptive, yang
kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.*

Korupsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti perbuatan
menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, seperti menggelapkan
uang atau menerima uang sogok.’Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat
dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah,

penyelewangan kekuasaan dalam jabatan, faktor ekonomi dan politik, serta

'Elwi Danil. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya.
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016). him.5.

?lbid., him.3.

SWahyu Untara, Kamus Inggris Indonesia, Indonesia — Inggris.
(Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014) him. 100.

*Ridwan Zachrie Wijayanto. Korupsi Mengorupsi Indonesia. (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2009). him. 5.

Dendy Sugono. Kamus Bahasa Indonesia(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
him. 756.

13



14

penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan
jabatannya.®

Menurut Kamus hukum, korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana
dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara,
atau dengan kata lain korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan
memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.’

Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, korupsi adalah
perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu
keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah
menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu
keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan
kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.?

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korupsi merupakan tindakan
pidana curang yang bisa memberikan kerugian finansial bagi negara atau
perusahaan.’ Sedangkan menurut Robert Klitgaard memberikan pengertian
korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan
kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut
sumpah akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan
membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar.Korupsi

dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan seperti

®Suyitno.Korupsi, Hukum & Moralitas Agama.(Yogyakarta:Gama Media,
2006).HIm. 55

’Zulkifli dan Jimmy P. Kamus Hukum : Dictionary Of Law. (Surabaya :
Grahamedia Press. 2012), him.263.

8Syahrono, Maharso, Tomy Sujarwadi. Korupsi, Bukan Budaya Tetapi
Penyakit. (Yogyakarta : Deepublish, 2018).him. 5.

*Ibid.,hIm. 5.
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soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan
hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak,
pengambilan pinjaman, dan sebagainya.Ditegaskan pula bahwa korupsi itu
dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta,
bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.™

Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan
yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang
tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan
jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk
dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-
hak dari pihak lain. Sedangkan menurut Sayed Hussein Alatas korupsi adalah
subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi
yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum,
dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodoan
yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.
Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentiangan
pribadi."

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa korupsi adalah
suatu tindakan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan tanggung
jawab atau jabatannya untuk keuntungan dirinya sendiri maupun orang lain
yang dapat merugikan orang lain atau negara.

Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis menurut

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang

Robert Klitgaard. Membasmi Korupsi, Terjemahan Hermoyo.(Jakarta:
Yayasan Obor, 1998).hIm.xix.

“Ruslan Renggong. Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar
KUHP. (Jakarta: Kencana, 2016). him. 61.
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31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).”

Jadi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa

yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang

dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri,

dengan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang di

dapat karena suatu jabatan atau kedudukan tertentu yang ada padanya dan

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.™

2Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi
him. 2.

BChatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. PendidikanAnti
: Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),



17

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam
Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
dan/atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan
dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemeritahan dan
dapat merugikan departemen atau instasi terkait lain. Korupsi bisa
dikategorikan dalam jarimah karena merupakan perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional
yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait.Lain halnya
perbuatan mencuri yang adakalanya pula dalam bentuk harta dan adakalanya
pula dalam bentuk administrasi, perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan
jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi
terkait. Perbuatan dimaksud disebut korupsi dan pelaku akan dikenai
hukuman pidana korupsi.*

Menurut Muhammad Bin Sadi Babasil dalam literatur Islam tidak
terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi.Dalam hukum Islam Klasik
belum dikemukakan oleh para fugaha tentang pidana korupsi.Hal ini didasari
oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena sistem administrasi belum
dikembangkan.Namun ada beberapa jarimah yang mendekati dengan
terminologi korupsi di masa sekarang, di antaranya adalah pencurian
(sariqah), suap (risywah), penggelapan harta (ghulul), dan khianat.*

Terdapat tiga unsur utama dari korupsi, yaitu: Pertama, tasharruf,
yang bermakna menerima, memberi, dan mengambil sesuatu, dengan tujuan
untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau kelompoknya. Kedua,

pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan.Ketiga, ada kerugian yang harus

“Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),him.71.

Muhammad bin Salim bin Sa“id Babasil, Asy-syafi’l, Is’ad ar-Rafiq wa
bugiyat as-sadiq syarh matan sullam at-taufiq ila mahabatillah at-tahqiq,
(Semarang, Dar Ihya al- Quttub a;-,,Arabiyyah, t.t.h.).
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ditanggung, baik oleh seseorang sebagai individu, masyarakat dan/atau
negara.'®

Menurut Nurul Irfan, ada beberapa unsur-unsur dan definisi dalam
hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di masa
sekarang. Unsur-unsur dan definisi yaitu:*’

a. Ghulul (Penggelapan)

Ghulul berasal dari kata - 333¥ s — 32 (menipu)'® atau yang berarti
“o e 5 axall A (lA“perkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau
dalam harta-harta lain. Adapun kata «J 541 dalam arti berkhianat terhadap
harta rampasan perang,disibutkan dalam firman Allah Sunah Ali ‘Imran
(3) ayat 161:%

PPN~ PR L I SR N CTP AP - P IS ) R
L‘)OKQHOU*&Q-‘)JJH&”QL%J‘(’ﬁ%EJ‘v—’dﬁ&g/ﬁwt
Ajgbgalb}/’j@}

Artinya: “tidak mungkin seseorang Rasulullah berkhianat (dalam
urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat niscahya
pada hari Kiamat ia akan dating membawa apa yang dikhianatinya
itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna
sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.”

Muhammad bin Salim bin Sa’id Babashil al-Syafi’i, mejelaskan
bahwa ghulul adalah tindakan mengkhususkan/memisahkan yang dilakukan
oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurid

terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkan terlebih

*Tim Penulis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Koruptor ltu Kafir,
(Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), him.128.

YNurul Irfan, Op. Cit.,hlm. 78.

Mahmud Junus. Kamus Arab — Indonesia.(Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur’an, 1972).him.298.

BNurul Irfan, Op. Cit.,hlm. 79.

2Q.S. Ali Imran (3) ayat 161.
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dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta
yang digelapkan tersebut hanya sedikit.”*

Berdasarkan beberapa definisi di atas, diketahui bahwa ghulul
diambil dari surah Ali ‘Imran (3) ayat 161, yang mulanya hanya terbatas pada
tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat
terhadap harta rampasan perang kemudian berkembang menjadi tindakan
curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan
harta bersama dalam suatu kerja bisnis, serta harta negara.

b. Risywah (Penyuapan)

Secara etimologis risywah berasal dari bahasa arab 335 — W53, -
(memberikan uang sogok) yang masdar atau verbal noun-nya bisa dibaca
%33, 65377, atau “ 535" yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap.?Sedangkan
secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka
mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka
membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.”?*Risywah
dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan
sesuatu yang hag dan membenarkan sesuatu yang batil, tapi kondisi politik
saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan politik
uang.?*

Allah sangat melarang perbuatan risywah sebagaimana firman Allah
dalam Q.S Al-Bagarah ayat 188, yaitu:*

NEPER NN evey PO BNy PR [JP Rl PR

g 2 =

& 225 AR

-z
|

“!Nurul Irfan. Op.Cit. him. 81.

2Mahmud Junus, Op. Cit., him.142.

“Nurul Irfan, Op. Cit., him. 89.

#gydirman.Figh  Kontemporer:  (Contemporary Studies Of  Figh).
(‘Yogyakarta: Deepublish, 2018). him.213.

Q.S Al-Bagarah Ayat 188.
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Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan
jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu
kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan
sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu
mengetahui.”

Risywah melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi (al-rasyi),
pihak penerima pemberian tersebut (al-murtasyi), dan barang atau jenis
pemberian yang diserahterimakan. Tetapi dalam beberapa kasus risywah
tertentu tidak hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai
objek risywah-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai
perantara antara pihak pertama dan pihak kedua, bahkan juga bisa melibatkan
pihak lain seperti halnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau
kesepakatan para pihak yang dimaksud.?®

Jadi yang dimaksud dengan risywah adalah sesuatu yang diberikan
kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan tertentu yang
bertujuan untuk menyingkirkan lawan-lawannya yang dilakukan dengan
cara-cara yang batil.

c. Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimilogis ghasab berasal dari kata kerja « - doati — Culat
Wat” (merampas sesuatu) atau yang berarti Galla 5 1548 s34 (mengambil
sesuatu secara paksa dan zalim).”’Sedangkan secara terminologis, ghasab
didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara
permusuhan/terang-terangan. Menurut Nurul Irfan, ghasab adalah mengambil
harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur
pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-
terangan. Karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil

berupa harta titipan atau gadai, jelas tidak termasuk perbuatan ghasab tetapi

%Nurul Irfan. Op.Cit.,hlm. 90.
2"Mahmud Junus, Op. Cit., him.296.
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khianat.Karena terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka ghasab bisa
mirip dengan perampokan namun dalam ghasab tidak terjadi tindak
pembunuhan.Karena terdapat unsur terang-terangan maka ghasab jauh
berbeda dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-
sembunyi. Kemudian karena yang diambil bukan hanya harta, melainkan
termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain.”®
d. Khianat

Khianat secara etimologis berasal dari kata kerja “&iaa — (543 - H&”
(berkhianat) atau yang berarti * &aidlh JLdY) 5455 4 (sikap tidak becusnya
seseorang pada saat diberikan kepercayaan).’ Ungkapan khianat juga dapat
digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain
dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak dalam perjanjian yang
dibuatnya, khususnya dalam masalah hutang piutang atau masalah muamalah
secara umum.*Perilaku khianat akan menyebabkan permusuhan diantara
sesama karena orang yang berkhianat selalu memutarbalikkan fakta, dan juga
berakibat terjadinya destruksi baik secara moral, sosial maupun secara
politik-ekonomi.

Islam melarang keras bagi orang-orang yang beriman terhadap
perbuatan khianat baik terhadap Allah, Rasul serta terhadap sesamanya.
Dalam Q.S Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman: *

2

AR [| PERN Ppe oIS P 1 P o ST PR P
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah
kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahuinya.”

“Nurul Irfan, Op. Cit., him. 105-106.
“Mahmud Junus, Op. Cit., him.122.
*Nurul Irfan. Op. Cit., him. 112.
%1Q.S Al-Anfal Ayat 27
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e. Sarigah (Pencurian)

Secara etimologis sarigah berasal dari kata © 8- (5,00 G5w”
(mencuri) atau yang berarti  4lis3334 40k 37> mengambil harta milik
seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya.* Sedangkan secara
terminologis, sarigah dalam syariat Islam adalah mengambil sejumlah harta
senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat
penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara
sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang
tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak
dikategorikan sebagai pencurian.

Jadi, sarigah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan
cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan
untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.®

f.  Hirabah (Perampokan)

Hirabah adalah bentuk masdar dari kata © -3)as — &lad— QoA
LR yakni memerangi*‘atau “4 &35 yang berarti seseorang bermaksiat
kepada Allah.*Adapun secara terminologis, Muharib atau qutta’u al-tariq
adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata
kepada satu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan
mereka ditempat-tempat terbuka secara terang-terangan.

Jadi, hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada pihak lain, baik
dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah, dengan tujuan untuk

menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan

%2Mahmud Junus, Op. Cit., him.128.

*Nurul Irfan. Op. Cit., 117

*Mahmud Junus. Op.Cit., him.99.

®Nurul Irffan dan Masyrofah. Figh Jinayah. (Jakarta: Amzah,
2016).hIm.122.
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maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan terror
dan menakut-nakuti pihak korban.*
B. Saksi
1. Pengertian Saksi
a. Pengertian Saksi Dalam Hukum Positif

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti
“orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).”*’
Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.®

Menurut kamus hukum, saksi adalah orang yang terlibat atau
dianggap mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau suatu
peristiwa. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai
pengertian saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 saksi adalah orang yang
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.“’

Keterangan saksi di dalam penyidikan atau penyelidikan sangat
dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap

penyidikan atau penyelidikan.Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah

*Ibid., him. 122-123.

¥Dendy Sugono. Op. Cit..him. 1246.

*pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

$7ulkifli dan Jimmy P. Op. Cit., him.349.

“Opasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tantang
Perlindungan Saksi Dan Korban.
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satu alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menjadi saksi merupakan kewajiban, hal ini dijelaskan dalam Pasal
159 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa saksi memberikan keterangan di
persidangan merupakan suatu kewajiban hukum, artinya apabila saksi telah
dipanggil secara patut dan sah untuk dihadirkan sebagai saksi tidak bersedia
hadir tanpa alasan yang sah, maka terhadapnya dapat diperintahkan atau
upaya paksa untuk hadir di persidangan dengan suatu penetapan hakim. Oleh
karenanya pada Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP ditegaskan bila
seseorang tidak memenuhi kewajiban tersebut, kepadanya dapat dikenakan
sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda.**

b. Pengertian Saksi Dalam Hukum Pidana Islam

Saksi dalam hukum pidana Islam disebut dengan syahid (saksi laki-
laki) atau syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah
yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.Jadi saksi
dimaksudkan adalah manusia hidup.*?

Pengertian saksi dalam kamus istilah figih adalah orang atau orang-
orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang
lain. Pembuktian dengan menggunakan saksi dalam pengadilan sangat
penting, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-
perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat”.** Menurut Al-Jauhari

saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan

“IA. Pitlo. Pembuktian Dan Daluarsa. (Jakarta: Intermasa, 2000). him.110.

*Roihan A Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. (Jakarta: Rajawali
Pers, 2013). him. 159.

“*M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah Dan Syafi“Ah (Eds).Kamus Istilah
Figih. (Jakarta:
PT. Pustaka Firdaus, 1994).HIm. 306.
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mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang
lain tidak menyaksikannya.**

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa saksi adalah
seseorang yang mengemukakan keterangannya untuk menetapkan hak atas
orang lain dengan mempertanggung jawabkan kesaksian atau keterangan
yang diberikannya di depan sidang pengadilan.

Hukum kesaksian adalah wajib atas hakim memutuskan perkara
sesuai dengan kehendak kesaksian, apabila saksi tersebut sudah di-
tazkiyahkan (dijernihkan, yaitu dinyatakan adil oleh orang yang mengenalnya
dari dekat). Tidak boleh bagi hakim menunda keputusannya sesuai dengan
kehendak kesaksian apabila sudah mencukupi persyaratan, kecuali dalam tiga
hal: karena masih mengharapkan perdamaian diantara mereka yang masih
berkerabat dekat, atau karena untuk memberi tempo bagi pendakwa, dan atau
apabila hakim masih ragu-ragu.*

Menurut kaidah umum, bahwa kesaksian itu tidak boleh
disembunyikan, tetapi harus ditunaikan, sesuai dengan firman Allah dalam
Q.S Al-Bagarah ayat 283, yaitu:*

5 - s L P > ks
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Artinya: “... dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena

barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa).
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selain itu kesaksian itu harus dilakukan oleh seorang saksi dengan

adil, sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, yaitu:*’

*Usman Hasyim dan Ibnu Rachman.Op. Cit. him. 1.
*“Ibid.,him. 1.

*Q.S. Al-Bagarah ayat 238.

Q.S Al-Maidah Ayat 8.
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai
penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan
adil.Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah.Karena (adil) itu lebih
dekat kepada takwa.Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah
Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Maksud adil dalam ayat di atas adalah seseorang yang kebaikannya
lebih banyak daripada kejahatannya, dan ini mencangkup menjauhi dosa
besar dan meninggalkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan
menjadi dosa besar jika terus menerus dilakukan.*®Sifat adil merupakan
syarat wajib dalam mengamalkan kesaksian, bukan syarat keahlian menjadi
saksi. Menurut Mazhab Syafi’i, sifat adil saksi merupakan syarat penerimaan
kesaksian. Tidak boleh hakim menerima kesaksian apabila tanpa ada sifat
adil pada saksi, sehingga kesaksian orang fasik tidak boleh diterima sama
sekali. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, bahwa adil itu syarat penerimaan
secara mutlak, tetapi bukan syarat dasar penerimaan kesaksian.Karena itu
menurut mereka bisa diterima kesaksian orang fasik tanpa adanya saksi yang
adil apabila hakim telah mengetahui dengan melakukan penyelidikan dan
tetap melakukannya dengan hati-hati, dan terhadap kesaksian orang yang adil
hakim boleh menerimanya tanpa penyelidikan terlebih dahulu.*®

2. Macam-Macam Saksi

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka oleh itu jika ditinjau

kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti

yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang

*8Usman Hasyim Dan Ibnu Rachman. Op. Cit., him. 5.
“Ibid., him. 7.
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sedang diperiksa.”’Menurut Amir Ilyas dan Jupri dalam bukunya yang
berjudul Justice Collaborator (strategi mengungkap tindak pidana korupsi),
menyebutkan macam-macam saksi dalam praktik hukum acara pidana dalam
beberapa macam, diantaranya sebagai berikut: **
a. Saksi Korban

Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan
adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan
yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.Oleh karena itu, korban
ditempatkan pada posisi saksi yang memberikan kesaksian sekaligus sebagai
posisi sentral bagi pihak-pihak yang berperkara serta hakim untuk melihat
bagaimana kejadian sebenarnya terjadi.>

b. Saksi a de Charge

Saksi yang meringankan atau a de charge merupakan saksi yang
diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan
yang diajukan kepada dirinya.Hal ini terdapat dalam Pasal 65 KUHAP yang
menyatakan tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan
mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna
memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.*

Dasar hukum saksi a de charge juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3)
KUHP yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya
apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan

baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.>

*®Wiryono Prodjodikoro.Hukum Acara Pidana.(Bandung: Sumur, 1977).
him.110.

> Amir llyas dan Jupri.Justice Collaborator (Strategi Mengungkap Tindak
Pidana Korupsi). (Yogyakarta:Genta Publishing, 2018). him.15.

2Muhandar.Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan
Pidana, (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010). him. 5.

>3pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*pasal 116 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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Apabila seorang terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan yang
didakwaan/dituduhankan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan
penuntut umum, maka kehadiran saksi a de charge sangat menguntungkan
bagi terdakwa. Peranan saksi a de charge dalam proses persidangan dinilai
sangat penting, dikarenakan dengan dihadirkannya seorang saksi a de charge
maka menunjukan keseimbangan dari proses persidangan itu sendiri.”

c. Saksi a Charge

Saksi a charge adalah saksi yang keterangannya memberatkan
terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum.*®Saksi yang memberatkan ini
biasanya diajukan dan dicantumkan dalam surat dakwaan, hal ini dilakukan
oleh penuntut umum karena dalam persidangan ia harus dapat membuktikan
akan segala sesuatu hal yang ia tuntut dari si pelaku tindak pidana tersebut,
sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum
dipersidangan ia mampu meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat
bahwa benar telah terjadi peristiwa yang merugikan korban.

Pasal 160 ayat (1) KUHAP butir ¢ mengatur mengenai saksi yang
memberatkan atau saksi a charge, yang berisi:*’

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang
meberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan
perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum
atau penuntut umum selama berlangsungnya siding atau sebelum
dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan
keterangan saksi tersebut.”

d. Saksi de Auditu
Saksi de auditu atau didalam ilmu hukum acara pidana disebut

testimonium de auditu atau sering didebut juga dengan saksi hearsay adalah

K ompasiana. https://www.kompasiana.com/siagianbene/57cd6e9d1597736
2482b1272/  mengenal-saksi-a-de-charge-yang-dihadirkan-oleh-penasehat-hukum-
atau-terdakwa, diakses 20 Maret 2019 Pukul.10.38 WIB.

Amir Ilyas dan Jupri.Op.Cit. him. 16.

%’Pasal 160 Ayat (1) Butir C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


https://www.kompasiana.com/siagianbene/57cd6e9d15977362482b1272/%20mengenal-saksi-a-de-charge-yang-dihadirkan-oleh-penasehat-hukum-atau-terdakwa
https://www.kompasiana.com/siagianbene/57cd6e9d15977362482b1272/%20mengenal-saksi-a-de-charge-yang-dihadirkan-oleh-penasehat-hukum-atau-terdakwa
https://www.kompasiana.com/siagianbene/57cd6e9d15977362482b1272/%20mengenal-saksi-a-de-charge-yang-dihadirkan-oleh-penasehat-hukum-atau-terdakwa
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keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang
lain.*®Hearsay berasal dari kata hear yang berarti “mendengar” dan say yang
berarti “mengucapkan”. Oleh karena itu, secara harfiah istilah hearsay berarti
mendengar dari ucapan (orang lain) sehingga disebut juga sebagai bukti tidak
langsung (second hand evidence). Karena mendengar dari ucapan orang lain,
maka saksi de auditu atau hearsay ini mirip dengan sebutan report, gosip,
atau rumor.

Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia
dengar ataupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut
didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi
keterangannya perlu didengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.*

e. Saksi Mahkota (Kroongetuide)

Menurut Firman Wijaya, saksi mahkota atau crown witness adalah
salah satu pelaku tindak pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk
mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman
hukuman.®°Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau
diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-
sama melakukan perbuatan pidana dan saksi tersebut diberi mahkota. Adapun
mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut
adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau
diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya
dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah
dilakukan, dalam hal ini Penuntut Umum-lah yang berhak menentukan

terdakwa dijadikan saksi mahkota atau tidak.®*

8Amir Ilyas dan Jupri.Op. Cit., him. 16.

%Negara Hukum, http://www.negarahukum.com/hukum/saksi-testimonium-
de-auditu-hersay.html, Diakses 19 Maret 2019 Pukul 11.02 WIB.

®Firman Wijaya, Op. Cit. him.11.

X Amir Ilyas dan Jupri.Op. Cit. him.18.


http://www.negarahukum.com/hukum/saksi-testimonium-de-auditu-hersay.html
http://www.negarahukum.com/hukum/saksi-testimonium-de-auditu-hersay.html
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f. Saksi Pelapor (Whistleblower)

Saksi pelapor (whistleblower) adalah orang yang melihat,
mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan
dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyelidik/penyidik.
Menurut Hadistanto, saksi pelapor (whistleblower) merupakan pemakaian
istilah bagi karyawan, mantan karyawan, atau pekerja anggota suatu institusi
atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan
ketentuan kepada pihak yang berwenang.®

Secara terminologis, whistle blower dalam bahasa Inggris disebut
sebagai “peniup peluit” karena dianalogikan sebagai wasit dalam
pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai
pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran. Sehingga dalam konteks ini
diartikan sebagai seorang yang mengungkap fakta kepada publik karena
adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik, atau korupsi, serta tindak pidana
lainnya.®®

g. Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)

Saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah saksi
yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat
penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya
suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak
pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak
hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.®*

Berbeda dengan saksi mahkota (kroongetuide), saksi pelaku yang
bekerjasama (justice collaborator) merupakan terdakwa yang mengungkap
fakta dari kasus yang sama dengan kasus dakwaannya, sedangkan saksi

mahkota (kroongetuide) merupakan saksi yang kedudukannya sebagai

%2Firman Wijaya. Op. Cit., him.8.
*Ibid.,hIm.7.
% Amir Ilyas dan Jupri.Op. Cit., him. 18-19.
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terdakwa yang tidak termasuk dalam “satu berkas perkara” dengan terdakwa

yang diberikan kesaksian.

C. Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Menurut
Peraturan Perundang-Undangan
1. Pengertian Justice Collaborator

Pelindungan terhadap saksi pertama kali dilakukan oleh Amerika
Serikat pada tahun 1970-an,®® yang diterapkan untuk menghadapi para mafia,
yang sejak lama telah menerapkan omerta (sumpah tutup mulut sekaligus
merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia).*®® Perlindungan saksi
ini dibentuk seorang jaksa Amerika Serikat bernama Gerarl Shur yang
kemudian dibentuk program perlindungan saksi dengan regulasi Undang-
Undang Reformasi Keamanan Saksi pada 1984 yang berisi perlindungan
terhadap keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui penempatan
tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama dan perincian
identitas baru. Istilah justice collaborator atau collaborator with justice
merupakan suatu hal yang baru di Indonesia.Justice collaborator disebut juga
sebagai saksi pelaku yang bekerjasama yang pertama kali keluar dan mulai
dikenal di Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2011.°

Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama adalah
setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu
tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparatur

hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat

®Ibid., him. 41.

%Lilik Mulyadi.Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice
Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Cirme.(Bandung, PT.
Alumni, 2015). him.5

% Amir Ilyas dan Jupri.Op. Cit., him.41.
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bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan
dengan efektif.*®

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011,
saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) adalah salah satu
pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan
pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai
saksi di dalam proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga
mengatur mengenai pengertian saksi pelaku yang terdapat dalam Pasal 1
angka 2 dimana saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang
bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana
dalam kasus yang sama.”®

Seorang saksi dapat dikatakan sebagai justice collaborator apabila
informasi yang diberikan oleh saksi tersebut sangatlah signifikan dalam
mengungkap kasus/perkara yang selama ini sulit diungkap, dengan itikad
yang sungguh-sungguh bertobat sepenuhnya dan mengikuti perintah penegak
hukum.™

2. Hak Hak Justice Collaborator

Saksi pelaku yang bekerjasama (Juctice Collaborator), memiliki
resiko yang besar untuk mendapatkan ancaman atau lebih jauh lagi bisa
menjadi  korban pembunuhan.Hal tersebut karena seorang Justice
Collaborator dapat membantu penegak hukum dalam upaya mengetahui,
menemukan kejelasan dan mengungkap tindak pidana, termasuk pelaku

utama suatu tindak pidana. Sehingga seorang Justice Collaborator perlu

*®Ibid., him.30.

%Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

OSjswanto Sunarso. Op. Cit., him.226.
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mendapatkan hak-hak yang menguntungkan dalam proses peradilan. Hak-hak

tersebut terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai

berikut;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United

Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Pasal 32 menegaskan:

1)

()

®)

Setiap warga negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang
tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya,
dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif
dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap
para saksi dan saksi ahli yang memberikan kesaksisan mengenai
tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan kenvensi ini, serta
sejauh diperlukan bagi keluarga mereka dan orang-orang lain
yang dekat dengan mereka;

Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) pasal ini
dapat meliputi: tanpa (mengurangi atau menghilangkan) hak-hak
terdakwa, termasuk hak-hak untuk mendapat peradilan yang
wajar:

a. Menentukan prosedur perlindungan fisik orang-orang
tersebut seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan
merelokasi mereka dan mengizinkan, dimana wajar
(ketidakterbukaan) atau pembatasan penyingkapan
informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-
orang tersebut;

b. Menyediakan hukum pembuktian yang
memperbolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan
kesaksian dengan cara menjamin keselamatan orang-
orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian
diberikan dengan menggunakan teknologi komunikasi,
video atau sarana-sarana yang memadai.

Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk
mengadakan persetujuan-persetujuan atau peraturan-peraturan
dengan negara-negara lain mengenai relokasi bagi orang-orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan

Convention Against Transnational Organized Crimes / UNCATOC

(Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).

Perlindungan hukum Justice Collaborator telah diatur dalam Pasal

24 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap negara berhak wajib mengambil tindakan-tindakan yang
tepat dalam batas kemampuannya, untuk memberikan
perlindungan efektif dan kemungkinan pembalasan atau
intimidasi terhadap saksi-saksi dalam proses pidana yang
memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang tercantum
dalam konvensi ini dan jika patut bagi warga keluarga mereka
dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.”

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Junto Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pengaturan terkait hak Justice Collaborator, diatur dalam beberapa

pasal, yaitu:
Pasal 10

M)

)

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat
dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas
kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah
diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan
tidak dengan itikad baik;

Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban,
Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan
yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut
wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan
kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pasal 10 A

M)

)

Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam
proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang
diberikan;

Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
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a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana
antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau
narapidana yang diungkap tindak pidananya;

b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan
berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan
penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya, dan/atau;

c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa
berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak
pidananya.

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

a. Keringanan penjatuhan pidana, atau

b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bagi Saksi Pelaku yang berstatus Narapidana.

Selain Pasal 10 dan Pasal 10 A diatas, berdasarkan keputusan
LPSK dalam kasus tertentu, hak sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dapat
diberikan kepada saksi pelaku. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi berhak:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga
dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan
dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan;

Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Mendapat penerjemah;

Bebas dari pertanyaan menjerat;

Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
Dirahasiakan identitasnya;

Mendapat identitas baru;

Mendapatkan tempat kediaman sementara;

Mendapat tempat kediaman baru;

. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan

kebutuhan;

Mendapat nasihat hukum;

Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas
waktu perlindungan berakhir;

o
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p. Mendapat pendampingan.
4. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak

Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice
Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Atas bantuan seorang Justice Collaborator, maka Hakim dalam
menjatuhkan putusan pidana sebagaimana Pasal 9 poin C dapat
berupa:

a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau

b. Menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara
terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang
dimaksud.



